PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 9 TAHUN 1959
TENTANG

KENAI KAN GAJI POKOK MENURUT P. G M 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA
JENI' S TUNJANGAN BAG ANGGEOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERI AN
TAMBAHAN PENGHASI LAN C. Q HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI

KESEHATAN DI DALAM LI NGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERI AN

TAMBAHAN PENGHASI LAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA

DAN ATAU ANAK YATI M Pl ATUNYA YANG MENERI MA PENSI UN DAN ATAU

TUNJANGAN YANG BERSI FAT PENSI UN

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa dal am bat as kemungki nan keuangan Negara, di anggap perlu untuk
mengadakan beberapa perbai kan dan perubahan dalam jum ah dan cara
penberian gaji dan tunjangan-tunjangan kepada anggota tentara,
serta perbai kan penghasilan bagi bekas anggota tentara dan janda
serta anak yatimpiatunya yang nenerinma pensiun dan/atau tunjangan
yang bersifat pensiun, seperti termaktub dal am ket entuan-ket entuan
peraturan ini;

Mengi ngat :

1. Peraturan Penerintah No. 26 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 68);

2 Pasal 27 Peraturan Penerintah No. 52 tahun 1958 (Lenbaran-
Negara tahun 1958 No. 130);

3. Peraturan Penerintah No. 31 tahun 1956 (Lenbaran-Negara tahun
1956 No. 62);

4 Undang- undang No. 2 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No.
4);

5 Peraturan Penerintah No. 2 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahun
1951 No. 5) jo. Peraturan Penerintah No. 11 tahun 1951
(Lenbar an- Negara tahun 1951 No. 21) jo. Peraturan Penerintah
No. 18 tahun 1954. (Lenbaran-Negara tahun 1954 No. 34),

6. Peraturan Penerintah No. 5 tahun 1950 (Lenbaran-Negara tahun
1950 No. 7);

7. Staat sbl ad tahun 1920 No. 65, Staatsblad tahun 1923 No. 518
Staat sbl ad tahun 1926 No. 551, Staatsblad tahun 1927 No. 265,
Gouvernenents Besluit tahun 1928 No. 31, Bijblad tahun 1929
No. 12127 jo. GGouvernenments Besluit tahun 1928 , No. 26,
St aat sbl ad tahun 1936 No. 636, CGovernenents Besluit tahun 1937
No. 14, Covernenets, Besluit tahun 1940 No. 12 dan Staatsblad
tahun 1941 No. 125;

8. Peraturan Penerintah No. 41 tahun 1952 (Lenbaran-Negara tahun
1952 No. 72) jo. Peraturan Penerintah No. 53 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 132);

9. Peraturan Penerintah No. 47 tahun 1952 (Lenbaran-Negara tahun
1951 No. 77) jo. Peraturan Penerintah No. 36 tahun 1954
(Lenbar an- Negara tahun 1954 No. 57);

10. Peraturan Penerintah No. 35 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 89) jo. Peraturan Penerintah No. 61 tahun 1958
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 147);

11. Peraturan Penerintah No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun



1959 No. 10);

Mengi ngat pul a :
Pasal |l Aturan Peralihan dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar
1945;

Mendengar
Menteri Pertama/ Keuangan, Menteri Keamanan/ Pertahanan, Menteri
Muda Pertahanan dan Menteri Muda Keuangan;

Menut uskan :

Menet apkan :

Peraturan Presiden tentang kenaikan gaji pokok nenurut "P.GM -
1956" serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara
dan penghapusan penberi an t anmbahan penghasi | an c.qQ. hak
kesej ahteraan kepada tenaga ahli kesehatan didalam |ingkungan
Angkat an Perang dan penberian tanbahan penghasilan kepada bekas
anggota tentara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang nenerina
pensi un dan/ atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1

Angka- angka gaji pokok menurut gol ongan-gol ongan gaji "P.G M -1956"
Yang berlaku, sebagai mana ditetapkan dengan Peraturan Penerintah
No. 26 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957 No. 68), diubah
menj adi angka- angka gaji pokok yang tersebut dalam |anpiran No. 1,
2, 3 dan 4 peraturan ini, untuk golongan gaji masing-nasing
terletak segaris dengan angka-angka gaji pokok nmenurut Peraturan
Pererintah tersebut diatas,

Pasal 2
At as kenai kan gaji pokok nenurut peraturan ini tidak dipungut iuran
| uar bi asa nmenurut ketentuan dal am pasal 5 Peraturan Penerintah No.
2 tahun 1951 (Lenbaran-Negara tahun 1951 No. 5) yang tel ah di ubah.

Pasal 3
Tunj angan anak, tunjangan kemahal an daerah dan tunjangan kemahal an
umum di beri kan nenurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri
sipil.

Pasal 4

(1) Peraturan Penerintah No. 31 tahun 1956 (Lenbaran-Negara tahun
1956 No. 62) tentang penberian tanbahan penghasilan c.q. hak

kesej ahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan didal am
I i ngkungan Angkat an Perang, di cabut.

(2) Kepada para ahli kesehatan yang pada tanggal berlakunya
peraturan ini nmenpunyai penghasilan bersih yang jum ahnya
[ ebih tinggi dari pada penghasilan bersihnya nenurut

ket ent uan- ket ent uan di dal am peraturan ini, diberikan tunjangan



peralihan sejum ah selisih antara kedua jum ah penghasilan
bersi h tersebut.

(3) Dalamayat (2) pasal ini, yang di mnaksud dengan
a. penghasi | an bersi h tersebut pertama ial ah penghasil an bersih

yang diterima untuk bul an Desenber 1958 dan terjadi dari
jum ah :
1.gaji pokok ditanbah dengan gaji tanbahan peralihan c.q.
t anbahan yang sama sif at nya.
2. tunj angan kenmahal an daer ah.
3. tunj angan anak,
4.tunj angan kemahal an unum dan
5. sunbangan pajak pegawai Negeri, dikurangi dengan jum ah
paj ak pendapat an/ paj ak upah.

(4) Tunjangan peralihan tersebut pada ayat (2) pasal ini, adalah
bebas dari pajak dan tiap-tiap kali dikurangi dengan kenai kan
penghasilan bersih yang setelah 1 Januari 1959 diperoleh
karena nmendapat kenai kan dal am gaji pokok.

Pasal 5

(1) Kepada bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim
pi atunya, vyang nenerima pensiun dan/atau tunjangan yang
bersi fat pensiun dal am mata uang rupi ah berdasarkan gaji pokok
yang berl aku :

a. sebelum 1 Mei 1952, diberikan tanbahan penghasilan
sebesar 160% (seratus enam pul uh perseratus) dari pokok
pensi un atau tunjangan yang bersifat pensi un;

b. mulai 1 Mei 1952 sanpai 1 Januari 1959, diberikan
t anbahan penghasilan sebesar 125% (seratus dua pul uh
lima perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang
bersi fat pensiun;

C. mulai 1 Januari 1959, diberikan tanbahan penghasilan
sebesar 55% (lima puluh |ima perseratus) dari pokok
pensi un atau tunjangan yang bersifat pensiun.

(2) Tanbahan penghasilan nmenurut ayat (1) pasal ini adalah bebas
dari paj ak.

(3) Pel aksanaan dari pada ket ent uan dal am pasal i ni
di sel enggarakan |angsung ol eh instansi-instansi penbayar
pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang ternasuk
dal am ayat (1).

Pasal 6
Hal - hal nengenai pel aksanaan ket entuan-ketentuan dalam peraturan
ini diatur oleh Menteri Mida Pertahanan atau pejabat yang
di t unj uknya.

Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengunmuman Per at uran Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbar an-
Negar a Republ ik | ndonesi a.



D tet apkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan
pada tanggal 13 Nopenber 1959
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJO

PENJELASAN PERATURAN PRESI DEN No. 9 TAHUN 1959
t ent ang

KENAI KAN GAJI POKOK MENURUT P. G M - 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA
JENI' S TUNJANGAN BAG@ ANGGEOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERI AN
TAVBAHAN PENGHASI LAN c. q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI

KESEHATAN DI DALAM LI NGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERI AN

TAMBAHAN PENGHASI LAN KEPADA BEKAS ANGGEOTA TENTARA DAN JANDA

DAN ATAU ANAK YATI M PI ATUNYA YANG MENERI VA PENSI UN DAN ATAU

TUNJANGAN YANG BERSI FAT PENSI UN.

1. PENJELASAN UMM

Dal am rangka usaha Penerintah untuk nenperbai ki nasi b anggot a
Angkatan Perang dalam batas kemungki nan keuangan Negara, maka
Perrerintah nmemlik jalan nengadakan beberapa perbai kan dal am
peraturan gaji mliter dan beberapa aturan yang bersangkutan dengan
peraturan gaji itu seperti ternuat dalam ketentuan-ketentuan
di dal am Per aturan Presiden ini.

Dengan perbai kan dan perubahan vyang diadakan dal am
peraturan gaji mliter, maka dipandang tidak perlu |agi
mel angsungkan berl akunya Peraturan Penerintah No.31 tahun 1956
(Lenbar an- Negara tahun 1956 No. 62) tentang penberian tanbahan
penghasilan c¢.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahl
kesehat an di dal am | i ngkungan Angkat an Per ang.

Pencabut an Per at uran Penerntah tersebut ditetapkan dal am pasal
4.

Dal am rangka usaha Penerintah ini dianggap perlu juga untuk
menper bai ki nasi b bekas anggota Angkatan Perang dan para janda dan
yatimpiatu dalam batas kenungkinan keuangan Negar a, maka
Pemerintah nmemlik jalan untuk nengadakan perbai kan penghasilan
kepada para penerinma pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun
seperti termuat dal am ket enuan Peraturan Presiden ini.

1. PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1
Perubahan gaji pokok bagi mnasi ng- masi ng anggot a Angkat an ti dak
di sel enggarakan dengan suatu keputusan. D pandang cukup apabila

perubahan gaji itu dilaksanakan dengan jalan nenuat gaji baru dan
pendapat an- pendapatan lain nenurut "P.G M-1956" vyang junl ahnya



di dasarkan atas gaji pokok, dalam daftar gaji yang tiap-tiap bulan
di gunakan unt uk penbayaran gaji masi ng-masi ng Angkat an Per ang.

Pasal 2
Cukup | el as.

Pasal 3

Kalimat ini dianbil dari "P.G M-1956" pasal 16 Peraturan
Penerintah No. 26 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957 No. 68)
dan tunjangan-tunjangan dimaksud diberikan nenurut pasal 7 dan
anpiran No: 2 Peraturan Penerintah No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 10).

Pasal 4

D maksud untuk nenghi ndarkan bahwa anggota Angkatan Perang
menderita kenmunduran dalam penghasilan yang diterima, hal mana
bertent angan dengan jiwa Peraturan Presiden ini.

Penghasilan bersih lama, ialah penghasilan bersih yang
diterima untuk bulan Desenber 1958 nenurut perincian dal am pasa
ini, sehingga dengan dem kian kenaikan gaji pokok dan tanbahan-
tanbahan |ainnya yang seharusnya diterima nulai 1 Januari 1959
berdasarkan peraturan-peraturan lama tidak berpengaruh pada
penet apan jum ah selisih ternmaksud.

Untuk tegasnya, dalam ayat (3) secara nomnatip disebut
penghasi | an- penghasi | an yang nerupakan bagi an dari pada penghasil an
bersih yang dinmaksud dalam ayat (2), yaitu pada unmumya
penghasi | an- penghasil an yang akan nengalam perubahan sebaga
aki bat dari pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Ayat (1):

Penberi an tanbahan yang dinmaksud ini ditujukan kepada para
peneri ma pensun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, ialah
bekas anggota T.N.|. berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1958.,
anggota mliter dijaman Penerintahan H di a Bel anda/ Kesat uan Bant uan
K NI.L. serta para janda dan/atau anak yatimpiatunya mnenurut
peraturan-peraturan pensiun l|lama dan para janda dan/atau anak
yati m pi atunya berdasarkan Peraturan Penerintah No. 2 tahun 1951
yo. Peraturan Penerintah No. 11 tahun 1951 yo. Peraturan Penerintah
No. 18 tahun 1954 dan para janda yang neneri nma sokongan berdasar kan
Peraturan Peneritah No. 5 tahun 1950.

Ayat (2) :

Cukup | el as.

Ayat (3) :

Pel aksanaan dari pada ketentuan itu tidak dilaukan dengan
surat keputusan, nelainkan diselenggarakan |angsung dalam
sistim penbayaran yang berl aku, ol eh instansi-instansi

penbayar pensiun tersebut (Kant or Pusat Per bendahar aan
Negar a) .



Pasal 6
Cukup | el as.

Pasal 7
Cukup j el as.
Ter masuk Lenbaran-Negara No' 127 tahun 1959.

D ket ahui .
Ment eri Miuda Kehaki man,

SAHARDJ O,

D dalam dokumen ini terdapat Ilanpiran dalam format ganbar
Lanpiran-lanpiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
di tanmpi | kan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
sal ah satu butir untuk nenanpil kan | anpiran dengan nmenekan TAB dan
kenudi an t ekanl ah ENTER

Hal aman 1-25
Si sa Hal anan

CATATAN

D dalam dokumen ini terdapat |anpiran dalam format ganbar
Lanpiran-lanpiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
di tanpi | kan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
sal ah satu butir untuk nenanpil kan | anpiran dengan nmenekan TAB dan
kenudi an t ekanl ah ENTER

Hal aman 1-25
Si sa Hal anman

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/127; TLN NO 1895



